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g ABSTRAK
-

Razib Rabsanzani, (2024): Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis di
o Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru
© Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
= 2022 Tentang Pemasyarakatan.
= Lembaga pemasyarakatan kelas IlA Pekanbaru didirikan untuk menjadi

tempat dan wadah melakukan pembinaaan terhadap narapidana termasuka
nagapidana residivis. Kegiatan pembinaan yang dilakukan demi memenuhi tujuan
darh, pemasyarakatan yaitu mengembalikan narapidana ketengah masyarakatan
untuk menjadi lebih baik dan tidak mangulangi kehajatannya. Permasalahan yang
diKaji dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pembinaan lapas terhadap
naxapidana terkhusus narapidana residivis, hambatan terhadap lembaga
pemasyrakatan dalam membina narapidana residivis di Lapas Kelas IIA
Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pémasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
pembinaan terhadap narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas 1A
Pekanbaru berdasarkan Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Pemasyarakatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum yang
menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman suatu
norma hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan serta norma-norma
yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan pembinaan terhadap
narapidana residivis di lembaga pemasyarakatan kelas 1A Pekanbaru berdasarkan
Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan belum terlaksana
dengan optimal, ditemukan fakta bahwa kegiatan pembinaan kepribadian yang
jakgng di ikuti oleh narapidana menyebabnya narapidana tidak dapat mengikuti
kegiatan pembinaan kemandirian yang membutuhkan izin yang didasari hasil
pembinaan kepribadian. Peningkatan yang singnifikan menjadi bukti kurang
opgtimalnya kegiatan pembinaan yang diberikan. Terdapat beberapa faktor
peAghambat yang mempengaruhi pembinaan seperti: Narapidana yang tidak
memiliki kenginan untuk berubah sehingga tidak ingin mengikuti kegiatan
pembinaan, kurangnya staff pemasyarakatan yang menyebabkan sulit nya
mejakukan pembinaan terhadap narapidana yang cukup banyak, sarana dan
prasarana yang masih minim dalam mendukung kegiatan pembinaan serta stigma
mésyarakat yang buruk terhadap narapidana yang sudah bebas.

SJjo A

Kata Kunci : Pembinaan, Narapidana, Residivis, Lembaga Pemasyarakatan
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AsSaalamu’alaikum Warahmatullahiwbarakaatuuh

= Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat
daghidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan
jugﬂ “ PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS Dl
LE;;M BAGA PEMASYARAAKATAN KELAS IIA PEKANBARU
B%RDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN®. Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi lImu Hukum Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam
semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW,
semoga mendapatkan syafa“at beliau di yaumil akhir kelak Amin.
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan

asil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk konstribusi

diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan
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lusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:
= . . L

1.ZKedua orang tua tercinta, yaitu panutan dan sumber inspirasi, Ayahanda
(g°]

-
§Ahmad Husein Harahap, terimakasih atas segala pengorbanan, doa, bimbingan
]

Sdan kasih sayang yang ayah berikan. Keberhasilan ini tidak akan tercapai
W

f-‘_tanpa dukungan dan nasihat dari ayah hingga penulis mampu menyelesaikan

e

3§kripsi ini hingga akhir.
et
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Z.mIPintu surgaku, Ibunda Hotma Parida, yang tidak henti-hentinya memberikan

==
okasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan dukungan serta do’a

o
ayyang teramat tulus sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini hingga

=1 .
—akhir.
=
3.cSaudari penulis, Arigah, terimakasih atas do’a, support, dan bantuannya

selama penulis Menyusun skripsi ini.

4.

NSNS NI

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M. Ag. Selaku Rektor Universitas Islam

ée

egeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan

el

Ckesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan
Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Dr. Zulkifli.. M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta
Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir., Lc., M.A selaku Wakil dekan I, dan
Bapak Dr. H. Mawardi., M. Si selaku wakil dekan 1l, sekaligus Ibu Dr. Sofia
Hardani., M. Ag selaku wakil dekan Il yang telah mempermudah penulis

g.?dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6.§Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.H.l., M.H selaku Ketua Jurusan IImu

g:Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan
:Cbelama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7.::3'Ibu Dr. Febri Handayani., S.H.l., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan limu

w

EHukum heserta hapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah
=)

anemberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas
e

E?Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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8.§<epada Bapak Syafrinaldi, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I skripsi dan

-
oBapak Mohd. Kastulani, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Il skripsi, yang

o
otelah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan serta membimbing

= : o

—selama penulisan skripsi ini.

=
9.c-Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A. selaku ketua penguji sidang
imunaqasah, Dr. Abu Samah, M.H. selaku sekretris penguji sidang munagasah,

c
%Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H. selaku dosen penguiji | dan Dr. Peri Pirmansyah,
jeb)
7S.H., M,H selaku penguji Il sidang mangasah yang telah memberikan

gmasukan, kritikan dan saran yang sangat membangun demi penyempurnaan
skripsi ini.
10. Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
11. Teman-teman Seperjuangan Zefry Yan, Sandi Kurniawan, Tri Bambang
Wijaya, Ferri Sutiyoso dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan
E-’satu persatu, terimakasih atas dukungan yang telah kalian berikan kepada

-

(¢] . .
—5aya. Mari sukses dan berhasil Bersama-sama.
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12 Seluruh teman-teman Angkatan 20 Illmu Hukum yang telah berjuang sebagai

o]
gnanusia yang berprestasi dan bermanfaat bagi kehidpan berbangsa dan
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BAB |

PENDAHULUAN

didio jeH o

Latar Belakang
Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang saling bergantung satu

sama lain. Ketergantungan atas kepentingan dan kebutuhan menciptakan pola

=R

In

SBN

raksi, baik antara individu maupun kelompok. Manusia awalnya berinteraksi
de‘Zgan keluarga terdekat, seperti orang tua dan saudara. Seiring bertambahnya
us?a, lingkaran pergaulan mereka meluas mencakup teman, kelompok, dan
mgSyarakat yang lebih besar. Dari interaksi yang intens, manusia mulai menyadari
bahwa kebudayaan dan peradaban saat ini adalah hasil dari interaksi yang terjadi
di masa lalu.!

Pemasyarakatan, sebagai suatu sistem yang dikembangkan oleh Dr.
Sahardjo, adalah hasil dari pemikiran mendalam dan metode inovatif dalam
penanganan narapidana. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu
pegiidanaan yang mengarah pada pendekatan reformasi dan rehabilitasi. Dalam
koigteks ini, pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi
ju% pada upaya untuk memperbaiki dan mengubah perilaku narapidana melalui
prgﬂgram-program yang mendukung reintegrasi sosial mereka.?

Di Indonesia, istilah "penjara” digantikan dengan “pemasyarakatan",

SIJAI

mgﬁunjukkan pergeseran perspektif tentang pemidanaan ini. Fokus pendekatan

(0]

si{fém pemasyarakatan Indonesia adalah untuk meningkatkan hidup, kehidupan,
e

uey

! Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1

e 2'S. Samsudan H. M. Yamin, Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana
Ndtkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24 No. 1, (Mei 2021), h.

1971
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©
dagpenghidupan. Pelaku, korban, dan masyarakat adalah tiga komponen penting

yagg bergerak dalam perbaikan tersebut. Penggantian sistem penghukuman ini
b%ujuan untuk mengubah pembinaan narapidana menjadi lebih manusiawi dan
se?_u_lai dengan kondisi dan kebutuhan narapidana. Pembinaan dan pembimbingan
ya;‘@\_g diberikan kepada narapidana lebih manusiawi dengan mempertahankan
mgz}')tabat dan harkat manusianya melalui sistem pemasyarakatan ini. Melibatkan
na‘iapidana dalam proses pembinaan bertujuan untuk mengembalikan mereka ke

jeb)
masyarakat sebagai orang yang baik dan bermanfaat.®

g Sebelum dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan, institusi ini
disebut sebagai rumah penjara atau penjara. Penjara merupakan sebuah fasilitas
atau sistem yang dirancang untuk menghukum individu yang telah melakukan
kesalahan atau kejahatan. Sistem ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari
penahanan awal, di mana pelaku kejahatan dikurung sementara menunggu proses

hukum, hingga eksekusi, di mana hukuman dijatuhkan dan pelaksanaan hukuman

te%%but dilakukan. Penjara berfungsi tidak hanya untuk menahan, tetapi juga

unguk memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan,
segg untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengisolasi
mgreka yang telah melanggar hukum.*

_E;' Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakaan bagian dari sub sistem
pe%dilan pidana yang memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan
tef}’ﬁdap para narapidana. Dalam melaksanakan perannya sebagai sub sistem
pa%dilan pidana, lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki beberapa komponen

* Ibid, h. 19.
* Fachri Abidzar dan Rabbani Kharismawan, Ekplorasi Program Ruang Sebagai Aspek

Re@éfinisi Penjara, Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 8, No. 2 (2019), h. 59.
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©
yag:g saling bekerja sama dan berkaitan dalam melakukan pembinaan terhadap

nage_lpidana demi tercapainya tujuan dari pemidanaan. Dengan cara meningkatkan
ktglitas kesadaran narapidana untuk memperbaiki diri atas kesalahan dan
pe-gt:)uatan yang dahulu pernah dilakukan serta tidak akan mengulangi perilaku
pi%na yang pernah dilakukan. Selanjutnya ialah pasca menjalani masa
peﬁidanaan, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali narapidana, serta
ddEat menjalani hidup dengan wajar serta berperan aktif dalam kehidupan

jeb)
lingkungan masyarakat.”

g Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, pembinaan di Lapas dilakukan
secara intramural (didalam lapas) dan ekstramural (diluar lapas). Khusus untuk
pembinaa esktramural, hanya diberikan kepada narapidana yang memenuhi
beberapa persyaratan, yang mana persyaratan tersebut ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan. Narapidana tersebut dibina melalui pembinaan langsung
dimasyarakat dengan cara membaurkan langsung dalam kehidupan masyarakat.
T@Jan dari pembinaan ini ialah agar narapidana memiliki bekal untuk berbaur

¢]
ke&qbali dengan masyarakat setelah mereka keluar dari lapas.®

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 18

@) orure|

=

yebutkan bahwa “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas

QD
BATU

ah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap

apidana”’. Sudah pasti ada aturan tentang bagaimana membina narapidana

étsx

asyarakatan dalam kehidupan sehari-hari di Lembaga Pemasyarakatan. Hal

gjo

p

uejn

> Darmawati, Aspek Hukum Pemenuhan Hak Atas Pembebasan Bersyarat Bagi
Narapidana Korupsi, Jurnal Restoratifve Justice, Vol. 3 No. 2, (November 2019), h. 108
® Darmawati, Pembaharuan Model Penilaian Pembinaan Narapidana Residivis Berbasis
TeKhologi, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 7 No. 1, ( Januari 2022), h. 79
 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

A
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©
telgebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam Undang-Undang

-

Nemor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yaitu “ Sistem Pemasyarakatan adalah
o

sugtu tatanan mcngenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi
3 8

Pemasyarakatan secara terpadu.

=
— Implementasi program pembinaan dilapas secara umum terdapat dalam

paszfi\l 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
béibunyi : ”Pembinaan terhadap narapidana diselenggarakan oleh Lapas™. Pada
L;:mbaga Pemasyarakatan, narapidana diberikan dua pembinaan yaitu pembinaan
kegribadian dan pembinaan kemandirian.

Berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang
pemasyarakatan menyatakan “ Berdasarkan hasil litmas, narapidana diberikan
pembinaan berupa :

a. Pembinaan Kepribadian

b. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan mencakup dua aspek utama, yaitu

jels

pe:ﬂlbinaan kemandirian dan kepribadian, yang dirancang untuk mempersiapkan

I

n%pidana hidup mandiri dan produktif setelah bebas. Pembinaan kepribadian
o]
befgokus pada pembentukan karakter narapidana melalui pendekatan nilai-nilai

e

spf:ritual, peningkatan ketagwaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta
@

pe%@embangan sikap yang taat hukum, dengan tujuan agar narapidana tidak
=)

m’éﬁgulangi pelanggaran hukum saat kembali ke masyarakat. Sementara itu,
e

pe@binaan kemandirian memberikan keterampilan praktis melalui pelatihan kerja

(@)

< 8 Viktor H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian dari Penegakan
HuKum, Vol. 13 No. 1, (Maret 2018), h. 86
% Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

gt
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©
dagkegiatan produksi yang bertujuan membekali narapidana dengan kemampuan

-

yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hidup di luar penjara dan
o

betkontribusi secara positif di masyarakat. Kedua program ini saling melengkapi,

memastikan narapidana siap secara moral dan praktis untuk reintegrasi sosial yang
=~

sehat.'”
i Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang
c

Pé?@binaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 7
jeb)

mepjelaskan tiga tahap pembinaan, yaitu tahap awal, lanjutan, dan akhir. Tahap
QD

awal berlangsung hingga 1/3 masa pidana dan meliputi pengenalan serta

pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Tahap lanjutan

terbagi menjadi dua fase: fase pertama hingga setengah masa pidana, dan fase

kedua hingga 2/3 masa pidana, dengan fokus pada pembinaan lanjutan serta

program asimilasi. Tahap akhir meliputi program integrasi yang berlangsung

hingga masa pidana selesai. Pembinaan ini bertujuan mempersiapkan narapidana

méﬂghadapi kehidupan setelah hukuman, dengan dukungan sarana dan prasarana

yagg juga diatur dalam Pasal 8.

I

5 Perhatian terhadap lembaga pemasyarakatan sering kali tertinggal
o]
dibandingkan dengan lembaga hukum lain seperti pembuat undang-undang, polisi,

=
haglm, dan jaksa. Akibatnya, keberhasilan rehabilitasi narapidana di lembaga
]

pemasyarakatan masih belum memuaskan, yang ditunjukkan oleh tingginya angka

&J0

residivisme. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam mekanisme pembinaan,

selingga tujuan reintegrasi narapidana ke masyarakat belum tercapai secara

slugmn

19 Moch. Felix astana dan Mitro Subroto, Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada
Ndthpidana Pada Peningkatan Reintegrasi Sosial ( Studi Kasus di Lapas 11B Tuban), Jurnal limiah
It Pendidikan, Vol. 6 No. 4, ( April 2023), h. 2215

A
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©
op;ljimal. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap pembinaan

reajdivis dengan memperbaiki dan memperkuat program rehabilitasi untuk
m-gﬁurunkan angka residivisme dan memastikan narapidana dapat berintegrasi
ke%bali dengan baik di masyarakat.

z Residivisme merujuk pada perilaku seseorang yang kembali melakukan
tirﬁak pidana, baik yang sama maupun berbeda, setelah sebelumnya dihukum
de‘Zgan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Meskipun telah
m;:;jalani hukuman, residivis tetap terlibat dalam kejahatan, mencerminkan
kefgg?agalan rehabilitasi dan reintegrasi. Fenomena ini menyoroti tantangan dalam
sistem peradilan pidana, khususnya terkait efektivitas pembinaan dan pencegahan
kejahatan ulang™. Narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman
penjara dalam jangka waktu tertentu, seumur hidup, atau hukuman mati yang
menunggu pelaksanaan, serta menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.
Sementara itu, narapidana residivis adalah individu yang kembali menjalani
hu}?uman atas tindak pidana yang diulangi, baik berupa kejahatan yang sama

(¢]
madpun kejahatan lain, setelah sebelumnya dinyatakan bebas.*?

Dalam Lapas, narapidana berada dalam satu tempat dengan orang-orang

3 orurey

Y berstatus criminal dan berinteraksi dengan narapidana lainnya yang

otensi menimbulkan ilmu baru yang lebih ahli tentang cara melakukan

1gaTu

b

k 'hatan, sehingga narapidana berpotensi mengulangi kejahatan dikemudian hari

1 Indra Prayoga Hermanto dan Arianto Nurcahyono, Tinjauan Sosiologis Hukum
Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai, Jurnal Riset
Huykum, Vol. 2 No. 2, (Desember 2022), h. 90.

‘< ' Luh Putu Shanti Kusumaningsih & Diany Ulfieta Syafitri, “Positif Atau Negatifkah
Kdiisep Diri Pada Narapidana Residivis?” Studi Deskriptif Pada Narapidana Residivis Di Lapas
Keles 1, Jurna Psikologi llmiah, ( Juli 2020), h. 177.

31 jo s
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©
seé)ﬁlah bebas dari lapas. Terdapat kasus yang terjadi dibulan Agustus tahun 2023

-
dimana dua orang remaja melakukan pencurian di sebuah rumah di Graha

o
Rajawali Keluarahan Delima. Kedua pelaku berhasil ditangkap oleh personel

Poisek Tampan. Kapolsek Tampan menjelaskan bahwa salah satu pelaku

=
merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama.™

i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bertujuan
c
mg\_hingkatkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, khususnya residivis,

jeb)
untwk menurunkan tingkat residivisme dan memudahkan mereka kembali ke

mgSyarakat. Namun, implementasi di Lapas Kelas 1A Pekanbaru belum optimal.
Meskipun ada upaya pembinaan, hasilnya belum memuaskan, terbukti dari masih
tingginya angka residivisme. Salah satu faktor utamanya adalah kondisi
overkapasitas, di mana pada Juni 2024 jumlah narapidana mencapai 1.396 orang,
jauh melebihi kapasitas yang seharusnya.

Overkapasitas di lapas menyebabkan berbagai dampak negatif yang
m%‘npengaruhi efektivitas pembinaan, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber
da§a. Ruang tidur, kamar mandi, dan area kegiatan menjadi tidak memadai untuk
ke:og:utuhan seluruh narapidana. Selain itu, jumlah petugas yang tidak sebanding

o]
deggan jumlah narapidana menghambat pengawasan dan pelaksanaan program

e

pafg]binaan. Keterbatasan ruang dan waktu membuat program seperti pelatihan
]

keférampilan, konseling psikologis, dan pendidikan tidak dapat dijalankan dengan

=)
ma}simal, yang menghambat pencapaian tujuan undang-undang di lapas tersebut.

13

Iefg uejn

https://riaureview.com/news/detail/16873/bobol-rumah-dua-remaja-di-pekanbaru-
ditafjgkap-polisi (Diakses pada tanggal 26 Desember 2023 pukul 22.22 ), 2023
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erikut adalah tabel rincian jenis kejahatan serta jumlah narapidana :

No | Jenis Kejahatan Narapidana

1 | Pembunuhan 65 Orang

2 | Pencurian 72 Orang

3 | Perampokan 28 Orang

4 | Penipuan 6 Orang

5 | Narkotika 953 Orang

6 | Korupsi 69 Orang

7 | Kepabeanan 0 Orang

8 | KUHP/Pidana/Kriminal 0 Orang
Umum

9 | Psikotropika 3 Orang

10 | Senjata Tajam/Senjata | 3 Orang
Api/Bahan Peledak

11 | Teroris 2 orang

12 | Perlindungan Anak 137 Orang

13 | Kehutanan 2 Orang

14 | Hak Cipta 0 Orang

15 | Kekerasan Dalam  Rumah | 7 Orang
Tangga

16 | Lain-lain 49 Orang

Total 1.396

Jumlah residivis yang mencapai 279 narapidana pada Juni 2024

unjukkan bahwa banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana
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seé)ﬁlah menjalani hukuman, mengindikasikan bahwa program pembinaan di

Lai;as Kelas 1A Pekanbaru belum cukup efektif untuk memberikan efek jera.
Id-galnya, narapidana seharusnya tidak mengulangi kesalahan setelah menjalani
h@_uman, namun kenyataannya masih banyak yang kembali melakukan kejahatan
seglah dibebaskan. Hal ini menandakan bahwa sistem pembinaan dan rehabilitasi
ya&lzg ada perlu dievaluasi dan ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengubah
pe‘jrj_laku narapidana dan membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat

jeb)
tanpa terjerumus dalam tindak kriminal.

g Pembinaan yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga
Permasyarakatan Kelas IIA Kota Pekanbaru masih belum memenuhi standarisasi
nasional, yang mana dalam lembaga permasyarakatan masih kekurangan sarana
dan prasarana pendukung dalam proses pembinaan narapidana, hak- hak
narapidana yang belum dapat diberikan sesuai dengan hak narapidana di lembaga
pemasyarakatan, jumlah petugas atau pegawai lapas yang tidak sebanding dengan
jur‘ﬁlah atau kapasitas penghuni narapidana. Hal- hal tersebut yang dapat membuat

-

¢]
pecgqbinaan belum terlaksana dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, maka

F—

+¥]
pepulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pembinaan
o]
Tebihadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1A
Pikanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

w

Pé‘ﬁasyarakatan.

(0]

B.@atasan Masalah
e

Pembatasan masalah dalam penelitian bertujuan untuk memfokuskan

S uejlj

an pada aspek-aspek tertentu agar penelitian dapat dilaksanakan dengan

ol

nery wisey jix
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©
ef%en dan mencapai tujuan dalam waktu yang singkat serta dalam kontrol yang

ba@ Dalam konteks penelitian ini, batasan masalah ditetapkan pada pelaksanaan
p%\binaan di lembaga pemasyarakatan, khususnya terhadap narapidana residivis,
se?_tg dukungan yang diberikan kepada lembaga pemasyarakatan dalam melakukan
pegbinaan tersebut. Penelitian ini juga akan merujuk pada regulasi yang diatur
daﬁm Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan
fogjs khusus pada Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Pembatasan ini membantu
m;Jmastikan bahwa penelitian tetap relevan dan terarah, sehingga hasil yang
di%roleh dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai efektivitas dan
dukungan dalam pembinaan narapidana residivis sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan di atas,

peneliti mengidentifikasi beberapa masalah utama dalam penelitian ini sebagai

befikut: :
=

1. Bagaimana Pelaksanaaan Pembinaaan Terhadap Narapidana Residivis Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan ?

2. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaaan Pembinaaan Terhadap Narapidana

Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA Pekanbaru
Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang

Pemasyarakatan ?

neny wisey jireAg uejpng jo AJISIdATU[) dTWE[S]
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©

D.él):rujuan dan Manfaat Penelitian

; Berikut merupakan tujan dan manfaat yang ingin dicapai peneliti dalam
%enelitian ini adalah :

21. Tujuan penelitian

g a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaaan Terhadap Narapidana
i Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IA Pekanbaru
‘E_ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
Q;:;; Pemasyarakatan.

g b. Untuk mengetahui Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaaan

Terhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022

Tentang Pemasyarakatan.
2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan inti permasalahan yang diidentifikasi, manfaat

penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu :
a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi
berharga untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan limu Hukum,
terutama bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi
tema yang sama. Dengan menyediakan data, temuan, dan analisis yang
komprehensif, penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk studi-

studi berikutnya, membantu peneliti lain untuk memperluas wawasan

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
ﬂ\, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
u__._,.l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf .nm_ a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bya

UIN SUSKA RIAU
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KERANGKA TEORITIS

Ag Kerangka Teori

Nely ejsnsg NN X!

.

Teori Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition),
Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi yang bertugas untuk
menjalankan program pembinaan bagi narapidana dan peserta didik
pemasyarakatan.* Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan
menurut kamus bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:*

1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu
penyelidikan atau melakukan suatu usaha.

2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang
keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum
dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan
kepada hukuman/ bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang
dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut
terlibat untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga
Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang menjadi tempat/wadah
kegiatan pembinaan bagi narapidana , baik pembinaan secaara fisik
maupun secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah
masyarakat.

Sistem penjara adalah metode perlakuan terhadap terpidana yang

menjadi inti dari hukuman penjara. Bagi mereka yang telah terbukti

bersalah dan dijatuhi hukuman  hingga masa pidananya berakhir. Di

Eipg ule}[ng Jo AJISIdATU() dIWIR[S] d}e}§

~—~

Pu

nery wisey gie

¥ Marwan, M dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition),

abaya: Reality Publisher, 2009), h. 405.

1> pusat Bahasa Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai

ka, 2002), Edisi Ketiga, h. 655.
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dalam penjara, seorang terpidana akan diperlakukan sesuai dengan sistem

perlakuan tertentu yang meliputi berbagai bentuk hukuman dan sanksi

fisik. Tujuannya adalah agar terpidana merasakan penyesalan dan efek
jera, sehingga tidak mengulangi perbuatannya yang menyebabkan mereka
dipenjara.*®

Rumah penjara saat itu digunakan untuk melaksanakan pidana
penjara. Menurut Ramli Atmasasmita, rumah penjara dibagi dalam
beberapa bentuk antara lain :*’

1. Tuchtuis adalah fasilitas penjara yang digunakan untuk menjalankan
hukuman berat.

2. Rasphuis adalah lembaga penjara di mana para terpidana diajarkan
cara menghaluskan permukaan benda-benda kayu menggunakan
ampelas.

Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek

VanStrafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yaitu:'® “

orang terpidana
yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala pekerjaan yang
dibebankan kepadanya menurut aturan yang diadakan pelaksanaan Pasal
29 KUHP”. Sementara dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu hal menunjuk tempat
untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya,
begitu juga hal mengatur dan mengurus tempat-tempat itu, hal

membedakan orang terpidana dalam golongan-golongan, hal mengatur

pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat

9%}
&g W31 S Jo Aj1sIaATu) dTwIeR[S] 33e3S

I

[N
(o]

neny wisey gie

16 A Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Ctk. Pertama, (Armico,

ung,) h. 41.

7 Ramli Astmasasmita, Strategi Pembinaan Pelanggaaran Hukum Dalam Penegakan

m di Indonesia, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), h. 44.

18 R Soesilo, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Politeia,

), h. 38.
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untuk tidur, hal makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur sesuai dengan
Kitab Undang- Undang ini.*

Pembagian rumah penjara pada masa itu erat terkait dengan
kebiasaan saat itu untuk membagi para terpidana sesuai dengan beratnya
pidana yang harus mereka jalani di rumah penjara mana pun di seluruh
dunia. Hal ini juga dilakukan di Indonesia saat ini, tetapi bukan rumah
penjara lagi, tetapi Lembaga Pemasyarakatan.

Perubahan nomenklatur dari sistem kepenjaraan menjadi sistem
pemasyarakatan berdampak pada perubahan tujuan sistem tersebut. Dalam
konteks sistem pemasyarakatan, fokus tidak lagi pada hukuman penjara
semata, melainkan pada proses pembinaan. Pembinaan ini bertujuan
mempersiapkan narapidana untuk dapat kembali berintegrasi ke
masyarakat dengan cara yang wajar dan bertanggung jawab. Sementara
tujuan dari pidana penjara semula adalah untuk menimbulkan penderitaan
melalui pembatasan kebebasan serta memberikan pembimbingan agar
narapidana melakukan pertobatan dan berkembang menjadi anggota
masyarakat yang produktif.°

Dalam sistem pemasyarakatan tetap menggunakan Kklasifikasi
narapidana, Klasifikasi tersebut diatur oleh tahapan pembinaan yang
dikenal sebagai proses pemasyarakatan. Prinsip dasar dari pembinaan ini
berlandaskan pada "10 prinsip pemasyarakatan,” yang melandasi seluruh

proses tersebut antara lain :

B

nery wisey fHredgluejng jo A}ISIaATU) dTWER[S] d}L}S

19 H
Ibid, h. 51.
%% A.Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, (Ctk. Pertama, Armico,

ung,1988 ), h. 55.
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1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya

sebagai warga masyarakat yang baik;

Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;

Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;

Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat

daripada dijatuhi pidana;

5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergeraknya para narapidana
dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;

6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh
sekedar mengisi waktu;

7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak
didik adalah berdasarkan Pancasila;

8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar
mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah
merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina
dan dibimbing ke jalan benar;

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka
disediakan sarana yang diperlukan.?

o

Agar sistem pemasyarakatan dapat terlaksana dengan efektif
melalui integrasi dengan masyarakat, diperlukan adanya upaya timbal
balik dari kedua belah pihak, yaitu lembaga pemasyarakatan dan
masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari ketentuan usaha yang harus
diperhatikan. Pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk kepentingan
narapidana, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat secara
keseluruhan. Oleh karena itu, diharapkan adanya pemahaman, dukungan,
dan tanggung jawab dari masyarakat dalam proses pembinaan narapidana.

Hal ini penting karena pelanggaran hukum tidak hanya bergantung pada

Pe

nery wisey pie

2! Hamzah dn Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sustem Pemidanaan Indonesia, (Ctk.
ma, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983), h. 87.
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sikap dan tindakan narapidana, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial

di lingkungan sekitarnya.?

Konsepsi Pemasyarakatan bukan sekadar merumuskan tujuan dari
pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan yang
mencakup metodologi dalam "treatment of offenders™ dengan pendekatan
multilateral yang berfokus pada potensi individu dan masyarakat secara
keseluruhan (community-based treatment). Dengan demikian, sistem
Pemasyarakatan secara konseptual berbeda secara mendasar dari Sistem
Kepenjaraan. Dalam Sistem Kepenjaraan, rehabilitasi diterapkan dengan
penekanan utama pada perlakuan individu secara eksklusif, sementara
tujuan utamanya adalah penjeraan (deterence atau afschrikking).

Dapat dilihat pula dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022
tentang Pemasyarakatan tersebut mengenai tujuan dari sistem
pemasyarakatan yaitu:

a. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.

b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaaan
agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi
tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat, dapat hidup dengan wajar sebagai warga yang baik,taat
hukum, bertanggungjawab, dan dapat aktif berperan dalam
pembangunan.

c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan
tindak pidana.

Implementasi hukuman penjara melalui sistem pemasyarakatan di

Indonesia saat ini dipengaruhi oleh tuntutan untuk memastikan bahwa

pelaksanaan hukuman tersebut menghargai dan menghormati hak-hak
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22 Badan Pembinaan Hukum Nasional, Evaluasi Sistem Pemayarakatan, (Ctk. Pertama,

cipta, Jakarta, 1975), h. 67.

% A. Widiada Gunakaya, Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Op.cit., h. 83
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manusia dari narapidana sebagai individu yang memiliki hak kemanusiaan,
sesuai dengan martabat sebagai makhluk Tuhan.

Berdasarkan prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,
tampak bahwa sistem ini memandang narapidana bukan sekadar objek
hukuman, tetapi sebagai subjek yang setara dengan individu lainnya yang
mungkin dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, fokus utama bukan
pada penghapusan narapidana, melainkan pada penanggulangan faktor-
faktor yang mendasari perilaku kriminal. Dengan demikian, pendekatan
yang harus diterapkan adalah menangani kondisi atau masalah yang secara
langsung atau tidak langsung berpotensi memicu atau memperburuk tindak
kejahatan.*

Pelaksanaan teknik sistem pemasyarakatan secara komprehensif
hanya dapat diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan di mana mayoritas
penghuniannya telah menjalani hukuman lebih dari satu tahun. Upaya ini
dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk setiap narapidana,
mulai dari saat mereka masuk hingga masa pembebasan. Secara umum,
pelaksanaan sistem pemasyarakatan dimulai dengan penerimaan
narapidana dan penyelesaian administrasi pencatatan. Selanjutnya,
dilakukan observasi atau identifikasi menyeluruh oleh dewan

pemasyarakatan untuk menentukan bentuk dan metode perlakuan yang

Pe
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# Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, (Ctk.

ma,Binacipta, Bandung, 1979), h.5.
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akan diterapkan. Selain itu, narapidana diberikan informasi mengenai hak,
kewajiban, dan tata cara hidup dalam lembaga.

Dengan adanya sistem pemasyarakatan, perhatian terhadap
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat penting. Sebagai
individu, narapidana memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti
masyarakat bebas lainnya. Oleh karena itu, negara perlu memastikan
pembinaan yang efektif baik di dalam maupun di luar Lembaga
Pemasyarakatan, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan
mengikuti sepuluh prinsip pemasyarakatan yang telah ditetapkan.

Teori Narapidana

Narapidana adalah individu yang telah dijatuhi hukuman penjara
oleh pengadilan dan sedang menjalani masa hukuman tersebut, baik untuk
waktu tertentu, seumur hidup, atau dalam kasus hukuman mati, menunggu
pelaksanaan putusan. Mereka menjalani proses pembinaan di lembaga
pemasyarakatan dengan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam
masyarakat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal
1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menegaskan
bahwa narapidana adalah subjek pemasyarakatan. Sebagai subjek
pemasyarakatan, narapidana adalah pihak yang merasakan langsung
dampak dari pidana penjara dan proses pembinaan yang diterapkan %
Ketidakmampuan mereka untuk mematuhi aturan-aturan tersebut

mengakibatkan mereka harus menjalani hukuman sebagai bentuk

Su
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% Petrus Irwan Pandjaita Dan Wiwik Sri Widyarty, Pembaharuan Pemikiran DR.

rdjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana, (Bandung: Nuansa Mulia, 2008), h. 59.
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pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. Proses pembinaan
di lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk memperbaiki perilaku
narapidana dan membantu mereka kembali ke masyarakat dengan harapan
mereka akan mematuhi norma dan hukum yang berlaku di masa depan.
Menurut Dictionary of Law Complete Edition, istilah narapidana
merujuk pada individu yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga
Pemasyarakatan.”® Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
memberikan pengertian bahwa:*’ “ Narapidana adalah orang hukuman
(orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum).”
Sebelum istilah "narapidana” diperkenalkan, istilah yang umum
digunakan adalah "orang penjara" atau "orang hukuman." Pasal 4 ayat (1)
dari Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708
menyebutkan definisi mengenai individu yang berada dalam penjara
sebagai berikut:
1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff)
atau suatu status/ keadaan dimana orang yang bersangkutan berada
dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
Orang yang ditahan buat sementara;

Orang di sel dan
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang?.

wn

Menurut Arimbi Heroepoetri, individu yang dipenjara adalah

seseorang yang kebebasan pribadinya dicabut sebagai akibat dari tindak

A
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% M. Marwan dan Jimmy P, Op.Cit, h. 447
%" pysat Bahasa Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 774
*® Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, (Bandung : Refika

ma, 2006), h. 157
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pidana yang dilakukan.®® Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), Pasal 1 angka (32) mendefinisikan terpidana sebagai
individu yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada
narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan. Yang disebut
dengan pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pemasyarakatan merupakan
subsistem peradilan pidana yang mcnyelenggarakan penegakan hukum di
bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan narapidana.

Pidana, atau hukuman merupakan sanksi yang sangat berat yang
dapat diterapkan secara langsung kepada setiap individu yang melanggar
hukum. Macam-macam hukuman yang berlaku saat ini diatur dalam Pasal
10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:*

Pidana pokok terdiri dari:
a. Pidana mati
b. Pidana penjara
c. Pidana kurungan
d. Pidana denda
Pidana tambahan terdiri dari:
a. Pencabutan hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
¢. Pengumuman putusan hakim
Tujuan dari hukuman ini adalah bahwa orang yang melanggar

aturan dan merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan harus

dihukum setimpal dengan perbuatannya. Dalam upaya melindungi
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D

Agluej[ng jo A3r1s1dATU) dTUIR]S] d)¥}S

LEE

neny wisey j1

2 Arimbi Heropoetri, Kondisi Tahanan Perempuan di Nangroe Aceh Darussalam,

ah Pemantauan Komnas Perempuan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003), h. 6.

% R Soesilo, Op.Cit, h. 34



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

22

masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh individu yang melanggar
hukum, tindakan yang paling efektif yaitu menghapus kebebasan mereka
untuk bergerak. Mereka yang dihukum penjara atau kurungan sesuai
dengan keputusan hakim disebut narapidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan
sebagai narapidana adalah setiap orang yang telah melakukan pelanggaran
hukum yang kemudian diajukan ke pengadilan dan diputuskan oleh hakim
untuk dihukum penjara dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan
untuk menjalani masa hukumannya.

Teori-teori Tentang Pembinaan Narapidana

Tujuan pelaksanaan pemidanaan adalah untuk memahami esensi
hukum pidana. Franz von Liszt, sebagaimana dikutip dalam karya
Bambang Purnomo, mengemukakan permasalahan terkait sifat pidana
dengan konsep rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung, yang
berarti perlindungan terhadap kepentingan melalui tindakan yang
merugikan kepentingan tersebut. Selain itu, Hugo de Groot, seperti
dijelaskan dalam Bambang Purnomo, menyatakan bahwa dalam konteks
ini, malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis berarti
penderitaan yang timbul akibat perbuatan jahat yang dilakukan..* Dan
menurut Peter Hoefnagels menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk
menyelesaikan konflik serta mempengaruhi pelanggar hukum dan

masyarakat umum agar berperilaku lebih sesuai dengan aturan yang

neny wisey juedg uejng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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berlaku.*® Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tentang kedua
pendapat tersebut, jelas ada perbedaan pendapat tentang tujuan
pemidanaan. Ada yang menganggap pidana sebagai bentuk pembalasan
atau berdasarkan teori absolute. Ada juga yang menganggap pidana
memiliki tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga
pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga

melahirkan beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain:*

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

a. Teori Retributif

Teori Retributif, atau Teori Pembalasan Pidana, yang berlaku
dalam sistem hukum pidana Indonesia tercantum dalam Pasal 10 Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori ini berfokus pada
prinsip pembalasan sebagai bentuk keadilan yang memberikan
hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai balasan atas kesalahan
mereka. Berdasarkan teori ini, hukuman dipandang sebagai bentuk
derita yang sengaja diberikan untuk mengimbangi perbuatan kriminal
yang telah dilakukan. Tujuan utama dari retribusi adalah untuk
memenuhi rasa keadilan dengan memastikan bahwa pelaku menerima
konsekuensi yang setimpal dengan tindakan mereka. Meskipun teori
ini bertujuan untuk memberikan keadilan, manfaatnya dapat berbeda-

beda tergantung pada perspektif dan konteksnya. Beberapa argumen

*> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung:
Atgmni, 1998) h. 21.

% Petrus Irwan Panjaitan dan Samuel Kikilaitety, Pidana Penjara Mau Kemana, (Jakarta:
C\Z&Indhill Co, 2007), h. 6-27
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menyatakan bahwa hukuman yang diterima pelaku dapat berfungsi
sebagai pencegah bagi pelaku dan orang lain dari melakukan tindakan
kriminal serupa, sementara argumen lain menunjukkan bahwa retribusi
tidak selalu mengatasi penyebab dasar dari tindak pidana atau
memberikan solusi rehabilitatif bagi pelaku.*
Teori Pencegahan Kejahatan

Teori Pencegahan, atau deterrence, berfokus pada penggunaan
hukuman sebagai alat untuk membuat individu merasa takut akan
konsekuensi dari tindak kejahatan mereka, dengan harapan bahwa rasa
takut tersebut akan mencegah mereka melakukan kejahatan di masa
depan. Ide dasar dari deterrence adalah bahwa hukuman yang
dijatuhkan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga
untuk memberikan efek jera yang kuat. Dengan memberikan hukuman
yang cukup berat, sistem peradilan berharap dapat menciptakan efek
pencegahan baik pada pelaku yang sudah dihukum maupun
masyarakat secara umum, sehingga mengurangi kemungkinan
terulangnya tindakan kriminal. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi
sebagai sarana pencegahan dengan menekankan konsekuensi yang
serius bagi tindakan kejahatan, sehingga mempengaruhi keputusan

individu untuk tidak melakukan kejahatan.
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unuhan Berencana, (Jakarta: Rajawali, 1982), h. 201
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c. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan memandang hukuman
tidak hanya sebagai bentuk balasan atau penjeraan, tetapi juga sebagai
upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku melalui pelaksanaan pidana
yang membatasi kemerdekaan mereka, bukan hanya berupa hukuman
badan. Dalam konteks ini, penempatan seseorang di suatu tempat
tertentu seperti penjara berfungsi untuk membatasi kebebasan mereka
dengan tujuan untuk memperbaiki perilaku mereka. Dengan
membatasi kemerdekaan pelaku, sistem rehabilitasi bertujuan untuk
menanamkan norma-norma sosial yang berlaku dan membantu pelaku
kejahatan untuk berperilaku sesuai dengan standar masyarakat. Oleh
karena itu, hukuman dijatuhkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi
juga untuk merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi anggota
masyarakat yang lebih baik dan patuh terhadap hukum.

Teori Abolisionis

Gerakan abolisionis muncul sebagai respons terhadap
ketidakpuasan terhadap efektivitas sanksi pidana penjara, yang
dianggap tidak memadai dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan
pencegahan kejahatan. Abolisionis berargumen bahwa sistem pidana
penjara, sebagai refleksi dari pemikiran punitive (hukuman), gagal
dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan malah sering kali
memperburuk masalah sosial. Mereka mendorong pembentukan

masyarakat yang bebas dari sistem pidana penjara dengan
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menghapuskan hukuman tersebut. Menurut Gregorius Aryadi,
kelompok abolisionis menganggap bahwa hukum pidana, terutama
dalam bentuk pidana penjara, sudah tidak layak lagi dipertahankan
dalam masyarakat yang dianggap beradab, karena dianggap kurang
efektif dalam mencegah kejahatan dan lebih cenderung memperburuk
kondisi sosial serta individu yang terlibat dalam sistem tersebut.
Gerakan ini berfokus pada pencarian alternatif yang lebih manusiawi

dan efektif untuk penegakan hukum dan rehabilitasi.*®

4. Teori Residivis

Dalam istilah hukum positif, pengulangan tindak pidana, atau
residivis, merujuk pada tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana
setelah sebelumnya telah dihukum dan mendapatkan keputusan hukum
yang final atas tindak pidana lain. Ini berarti bahwa seorang residivis
adalah individu yang sudah pernah menjalani proses hukum dan
mendapatkan hukuman untuk suatu tindak pidana, kemudian melakukan
kejahatan lain setelah keputusan hukum yang bersangkutan telah menjadi
inkracht atau final. Dalam konteks ini, pemberatan pidana terhadap
residivis diterapkan karena adanya faktor pengulangan pelanggaran
hukum, yang dianggap menunjukkan kecenderungan untuk terus-menerus
melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hukuman dapat diperberat jika

seseorang yang sudah pernah dihukum kembali melakukan tindak pidana,

At
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nery wisey gie

% Gregorius Aryadi, Putusan Hakim dalam Perkara Pidana, (Yogyakarta: Universitas

Jaya, 1995), h. 17
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sebagai bentuk upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah
pengulangan tindak pidana di masa depan.

Adapun sebab-sebab terjadinya pemberatan pidana adalah sebagai
berikut:

a. Pelakunya adalah orang yang sama;

b. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah
dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim;

c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara
yang dijatuhkan terhadapnya;

d. Pengulangan terjadi dalam waktu tertentu.

Tidak semua perbuatan pidana seseorang dapat dikategorikan
sebagai residivisme, karena ada kriteria atau ketentuan tertentu yang harus
dipenuhi untuk menyebut seseorang sebagai residivis. Istilah residivis
merujuk pada individu yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya
telah dihukum dan dipidana. Ini berbeda dengan konsep perbarengan atau
gabungan dalam tindak pidana, yang mengacu pada pelaksanaan kejahatan
secara bersamaan atau dalam kelompok. Meskipun keduanya melibatkan
pengulangan atau keterlibatan dalam tindak pidana, residivisme secara
spesifik merujuk pada pengulangan kejahatan oleh orang yang telah
menjalani  hukuman sebelumnya, sedangkan perbarengan lebih

menekankan pada kolaborasi dalam pelaksanaan kejahatan.

I
nery wisey] giefg uejng jo AJISI2ATU[) dIWe[S] 33e3}S

% |a Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, Residivis Dalam Perspektif Sosiologi

m, Vol. 1 No. 1, ( Desember 2016), h. 107
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©

g Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2

A TR . 37

o  (dua) macam residivis , yaitu:

o

o a.  Residivis umum, atau general recidive, merujuk pada situasi di mana

=]

= seseorang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis

=

— atau sifat perbuatan pidana yang diulanginya. Dalam hal ini, fokusnya

i adalah pada fakta bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan

c

& lebih dari satu kali, meskipun jenis kejahatan yang dilakukan pada

jeb)

o kesempatan terakhir berbeda dari kejahatan yang dilakukan

QD

c sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai residivis
umum jika mereka mengulangi tindakan pidana, terlepas dari apakah
perbuatan pidana tersebut sama atau berbeda dengan yang telah
dilakukan sebelumnya. Pengaturan tentang residivis umum ini terdapat
dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang menetapkan aturan mengenai pengulangan

g.-j tindak pidana dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelakunya.

; b. Residivis umum, atau general recidive, merujuk pada situasi di mana

5 seseorang dikategorikan sebagai residivis tanpa memperhatikan jenis

™

g atau sifat perbuatan pidana yang diulanginya. Dalam hal ini, fokusnya

E adalah pada fakta bahwa individu tersebut telah melakukan kejahatan

W

q’ lebih dari satu kali, meskipun jenis kejahatan yang dilakukan pada

=)

3 kesempatan terakhir berbeda dari kejahatan yang dilakukan

e

g‘ sebelumnya. Dengan kata lain, seseorang dianggap sebagai residivis

wn

et

3]

-t

= ¥ Ibid, h. 108

~

¥

o
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=
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umum jika mereka mengulangi tindakan pidana, terlepas dari apakah
perbuatan pidana tersebut sama atau berbeda dengan yang telah
dilakukan sebelumnya. Pengaturan tentang residivis umum ini terdapat
dalam Pasal 486 hingga Pasal 488 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP), yang menetapkan aturan mengenai pengulangan

tindak pidana dan konsekuensi hukum yang berlaku bagi pelakunya.

B “Penelitian Terdahulu

nery e

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana
Residivis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan Dan Bembinaan Warga Binbaan
Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I1IA Bangkinang”.
Penelitian tersebut di susun oleh Febrianda Ariffin pada tahaun 2020.
Dalam penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pelaksanaan
pembinaan terhadap narapidana residivis yang di atur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pembimbingan Dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang
berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kales 1A Bangkinang.
Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan vyaitu,
penulis melakukan penelitian mengenai Implementasi pembinaan terhadap
narapidana residivis yang berdasarkan Undang-undang nomor 22 tahun
2022 tentang pemasyarakatan, yang menurut penulis belum terlaksana
dengan baik. Dan juga penulis melakukan penelitian ini di Lembaga

pemasyrakatan kelas 1A Pekanbaru.
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Skripsi yang berjudul “ Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam
Menangani Perilaku Residivis Pada Klien Pemasyarakatan Di Balai
Pemasyarakatan Kelas Il Pekanbaru”. Penelitian tersebut di susun oleh Eka
Dewi Saputri pada tahun 2023. Dalam penelitian tersebut membahas
mengenai peranan pembimbing kemasyarakatan dalam menangani
perilaku residivis pada klien pemasyarakatan. Lokasi penelirian tersebut
berada di Balai Pemasyarakatan Kelas Il Pekanbaru.

Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu,
penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana petugas pembinaan
melaksanakan pembinaan terhadap narapidana sebagai upaya pencegahan
residivis. Dalam hal implementasi pembinaan yang dilakukan oleh petugas
pembinaan lembaga pemasyarakatan didasarkan eh Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2022. Serta lokasi penelitian yang berada di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas I1A Pekanbaru.
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METODE PENELITIAN

dioyeH @

—

AgJenis Penelitian

2 Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mengkaji dan menganalisis
fa@a serta realitas hukum berdasarkan kerangka berpikir yuridis untuk memahami
ef(%tivitas hukum dalam masyarakat. Aktivitas ini mencakup berbagai aspek
se%rti sosiologi hukum, politik hukum, dan bahkan hukum progresif. Penelitian
hl;Jng melibatkan serangkaian tahapan yang dirancang untuk mengidentifikasi
d£ mengevaluasi gejala hukum yang muncul di masyarakat, termasuk
ketidaksesuaian antara fakta hukum dan instrumen hukum yang ada. Selain itu,
penelitian ini juga mempertimbangkan norma hukum serta norma non-hukum
lainnya untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana hukum
diterapkan dan diterima di masyarakat, serta untuk mengusulkan perbaikan yang

mungkin diperlukan untuk meningkatkan sistem hukum.

B.?endekatan Penelitian

g Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum
Er;::piris, yaitu metode yang fokus pada peninjauan bagaimana hukum atau aturan
diérapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini, juga dikenal sebagai
pe_:@'elitian hukum sosiologis, mengeksplorasi interaksi antara individu dan
m%yarakat dalam konteks penerapan hukum. Dalam penelitian ini, data
diéhgmpulkan secara langsung dari sumbernya, seperti masyarakat, badan hukum,

atgl lembaga pemerintahan, untuk memahami realitas dan efektivitas hukum

da§m praktik. Dengan demikian, penelitian hukum empiris atau sosiologis

31

nery wisey jix
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©
mgnanfaatkan data primer untuk memberikan gambaran yang lebih akurat

-
mengenai bagaimana hukum berfungsi dan diterima dalam kehidupan sehari-hari.

d

CgaLokasi Penelitian

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai

exgnSQmmnuu

i penelitian karena lembaga ini mengalami fenomena residivisme yang
nifikan di wilayah Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan
ahami lebih dalam mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana
residivis di lembaga tersebut. Fenomena residivisme, yaitu kecenderungan
na?tjapidana untuk kembali melakukan kejahatan dan kembali dipenjara setelah
masa hukuman mereka selesai, menjadi fokus utama penelitian. Dengan memilih
lokasi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas
mengenai pelaksanaan program pembinaan dan  hambatan-hambatan dalam
pembinaan di lembaga tersebut .

D. Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah “informan" lebih sering digunakan.

£o101S

Infarman adalah individu yang mampu memberikan informasi terkait fenomena

r@efs

at masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian

kualitatif, informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:.

=

Informan kunci dalam penelitian ini adalah individu yang memiliki
informasi mendalam dan komprehensif tentang permasalahan pembinaan
narapidana yang menjadi fokus penelitian. Peneliti telah memilih satu
orang sebagai informan kunci dan melakukan wawancara untuk

mendapatkan wawasan yang mendetail dan akurat. Dalam konteks

neny wisey jrredAg uejng jo &JISIBA!uﬁ )
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penelitian ini, kepala seksi bimbingan narapidana atau anak didik lembaga
pemasyarakatan kelas 1l A Pekanbaru ditetapkan sebagai informan kunci.
Peran kepala seksi ini sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan
langsung dan mendalam tentang program-program pembinaan, tantangan
yang dihadapi, serta efektivitas strategi yang diterapkan di lembaga
pemasyarakatan tersebut. Informasi yang diberikan oleh informan kunci
ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan
mendalam, yang akan memperkaya analisis dan kesimpulan penelitian.
Informan utama adalah individu yang memiliki pengetahuan teknis dan
detail mengenai masalah penelitian pembinaan narapidana yang sedang
diteliti. Peneliti memilih tiga orang informan utama dan mengadakan
wawancara mendalam dengan mereka untuk memperoleh data yang
relevan. Dalam konteks penelitian ini, para informan utama tersebut
adalah pegawai lembaga pemasyarakatan kelas Il A Pekanbaru. Mereka
dipilih karena memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pembinaan
narapidana, pengalaman praktis dalam menjalankan program pembinaan,
serta wawasan mengenai tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam
upaya rehabilitasi narapidana di lembaga tersebut. Informasi dari para
pegawai ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
dan akurat tentang kondisi dan praktik pembinaan narapidana di lembaga
pemasyarakatan tersebut.

Informan pendukung adalah individu yang menyediakan informasi

tambahan tentang pembinaan narapidana, berfungsi sebagai pelengkap
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mendalam tentang program pembinaan yang dilaksanakan, tantangan yang
dihadapi, serta efektivitas program tersebut dalam mengurangi tingkat
residivisme. Sementara itu, wawancara dan observasi terhadap narapidana
residivis bertujuan untuk memahami pengalaman mereka selama
menjalani pembinaan, faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk
kembali melakukan tindak pidana, dan pandangan mereka terhadap upaya
rehabilitasi yang diterima.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari informasi yang diperoleh
melalui penelusuran kepustakaan, khususnya peraturan hukum yang
mengatur segala aspek terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini. Data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan
instruksi serta regulasi lainnya yang relevan. Selain itu, literatur ilmiah
seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan publikasi
lainnya yang membahas topik serupa juga digunakan sebagai sumber data
sekunder. Dengan mengkaji peraturan hukum dan literatur terkait,
penelitian ini dapat memperoleh landasan teoritis dan legal yang kuat
untuk menganalisis masalah yang diteliti, memberikan konteks yang
diperlukan, dan memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan

kerangka hukum yang berlaku.*®

Si
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% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan

at, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 33
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Ho

eknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan melibatkan pengamatan

e3dio ye

angsung ke lapangan dan objek penelitian. Pengamatan langsung ini

emungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung dari

w

mber utama, mengamati kondisi nyata, interaksi, dan perilaku subjek

NI

cBenelitian dalam konteks aslinya. Hal ini memberikan data yang lebih akurat

n

g\_dan mendalam karena peneliti dapat mencatat detail yang mungkin tidak

=

sterungkap melalui metode lain, peneliti menggunakan teknik pengumpulan
%ata sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan
pengamatan langsung dan pencatatan detail terhadap keadaan atau perilaku
objek sasaran dalam penelitian. Pengumpulan data melalui observasi
dilakukan dengan mengamati peristiwa atau kejadian secara sistematis,
memungkinkan peneliti untuk memahami arti fenomena dari sudut
pandang subjek penelitian dan merasakan pengalaman mereka. Teknik ini
membantu peneliti memastikan bahwa subjek yang diamati dapat menjadi
sumber data yang valid. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
metode observasi berperan serta (participant observation), di mana
peneliti secara aktif terlibat dalam lingkungan sosial yang diteliti,

sekaligus menjalankan tugas sebagai peneliti, sehingga memungkinkan

pengumpulan data yang lebih mendalam dan komprehensif.
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Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan
melalui interaksi langsung dengan responden, di mana peneliti
mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang
relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Proses ini melibatkan
tanya jawab secara tatap muka, yang memungkinkan peneliti untuk
menggali lebih dalam dan mendapatkan jawaban yang lebih terperinci dan
kontekstual dari responden. Melalui wawancara, peneliti dapat
memperoleh data kualitatif yang kaya dan mendalam, yang dapat
melengkapi data yang diperoleh melalui metode lain, seperti survei atau
observasi. Dengan demikian, wawancara menjadi alat yang sangat penting
dalam penelitian untuk memastikan bahwa semua aspek yang terkait
dengan permasalahan yang diteliti dapat teridentifikasi dan dianalisis
dengan baik.

Teknik wawancara yang digunakan adalah bersifat bebas
terpimpin, yang berarti wawancara dilakukan dengan fleksibilitas tertentu
namun tetap mengikuti panduan yang terstruktur. Panduan ini disebut
interview guide, yang berisi catatan mengenai pokok-pokok yang akan
ditanyakan kepada responden. Dengan menggunakan interview guide,
pewawancara memiliki kerangka acuan yang memastikan semua topik
penting dibahas, sambil tetap memberikan ruang bagi pewawancara untuk
mengeksplorasi jawaban responden secara lebih mendalam dan spontan.

Pendekatan ini  memungkinkan pewawancara untuk mengarahkan



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry ejysng Nin A!jw eidio ey @

38

percakapan ke arah yang relevan dan mendapatkan informasi yang kaya
dan terperinci, sekaligus memastikan bahwa wawancara tetap fokus dan
efisien.
Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode penelitian di mana penulis
mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai buku referensi
yang relevan dengan topik atau persoalan yang sedang diteliti. Proses ini
melibatkan pencarian, pengkajian, dan pengumpulan data dari literatur
yang sudah ada untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang
subjek penelitian. Penulis memanfaatkan sumber-sumber yang kredibel,
seperti buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan penelitian
sebelumnya, untuk membangun kerangka teoretis yang kuat,
mengidentifikasi gap dalam penelitian sebelumnya, dan menambah
perspektif yang beragam dalam analisis. Dengan demikian, studi pustaka
memberikan landasan teoritis yang kokoh dan membantu penulis
mengarahkan penelitian mereka dengan cara yang lebih terfokus dan
berbasis bukti..*
Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses penting dalam penelitian, yang
melibatkan pengumpulan dan penyimpanan sejumlah besar fakta dan data
dalam bentuk bahan dokumentasi, seperti laporan tertulis, catatan, foto,

video, dan rekaman lainnya. Dalam konteks penelitian, dokumentasi ini

Pe
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% Amiruddin dan Zainal askin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Rajawali

2010) h. 82.
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berfungsi sebagai bukti empiris yang dapat mendukung atau menolak
hipotesis yang diajukan. Peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan
masalah penelitian melalui berbagai sumber dokumentasi, termasuk arsip,
database, dokumen resmi, artikel ilmiah, dan sumber informasi lainnya
yang terpercaya. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis
data secara mendalam, mengidentifikasi pola dan tren, serta membuat
kesimpulan yang berdasarkan pada bukti yang terkumpul. Dengan

demikian, dokumentasi yang baik dan sistematis menjadi landasan penting

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

bagi validitas dan reliabilitas hasil penelitian.
G. Analisis Data
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,
dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang
?enting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah
iipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam mengalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan

£ druwreys

nalisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang

enggunakan tolak ukur. Analisis deskriptif yang digunakan dengan model

ISI%A!U

dnteraktif. Model interaktif yaitu penulis berhubungan secara timbal balik

(0]

aengan orang yang diteliti. Model analisi yang digunakan dapat memberikan
e
Esﬂeskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari

gs)ubjek penelitian.
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Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang didapati dari
rbagai sumber mulai dari observasi, wawancara dan studi kepustakaan.
emudian membuat reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun
ebih sistematis sehingga menjadi data yang dapat menjelaskan hal-hal yang

gin diteliti.

© Hak®i ﬁw.mw 3.1 ik @ IN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
.u. ;ﬂf 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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I BAB V

{ah]

-

o PENUTUP

=
AgKesimpulan

=

= Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang “ Pembinaan
=

cferhadap Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A

d BAsN SN

ekanbaru Berdasarkan Udang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang
emasyarakatan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan

lantaranya sebagai berikut :

<1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap narapidana residivis di Lembaga

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Pemasyarakatan Kelas I1A Pekanbaru terdapat dua bentuk pembinaan di
lembaga pemasyarakatan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan
kemandirian. Dengan adanya pembinaan di lembaga pemasyarakatan
diharapkan tujuan dari pemasyarakatan dapat tercapai. Namun terdapat
beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan yang
menyebabkan pembinaan yang kurang optimal. Penyebab kurang
optimalnya pembinaan ialah banyaknya narapidana yang tidak ikut serta
dalam pembinaan kepribadian sehingga tidak mendapatkan izin untuk
mengikuti kegiatan pembinaan kemandirian. Kendala yang di hadapi
dimana narapidana seharusnya dibina dan dapat mengikuti pembinaan
secara sukarela untuk dibina namun dalam aturan yang ada narapidana
diwajibkan untuk ikut dalam setiap kegiatan pembinaan. Selain itu,
kurangnya dukungan dari sarana dan prasarana mengakibatkan pembinaan

yang kurang baik. Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan

55
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©
g jumlah pegawai lapas menyebabkan tidak terlaksananya fungsi keamanan
-
o Yyang baik dan aktifitas kegiatan pembinaan yang tidak terawasi.
o
o2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap
=]
—- narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru
=
c antaralain:
= . .
o & Hambatan dari Narapidana
c
& b. Hambatan dari Staff Pemasyarakatan
jeb)
U Cc. Hambatan dari Sarana dan Prasana
QD
< d. Hambatan dari Masyarakat
B. Saran
1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada lembaga

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

pemasyarakatan agar dapat melaksanakan pembinaan narapidana dengan
efektif, didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Ini mencakup
penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan pembinaan, seperti ruang
ibadah untuk agama hindu dan budha, dan fasilitas kesehatan. Selain itu,
diperlukan perbaikan dan pembenahan sarana serta prasarana yang ada,
dan peningkatan kualitas staf pemasyarakatan melalui pelatihan dan
pengembangan profesional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk
meningkatkan kinerja lembaga pemasyarakatan dalam membina
narapidana, sehingga mereka dapat mencapai hasil yang baik dan optimal.
Penting juga untuk menumbuhkan kesadaran di kalangan narapidana
residivis agar tidak mengulangi perbuatan kriminal mereka, melalui

program-program konseling dan pendidikan yang efektif. Upaya ini,
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bersama dengan peningkatan sumber daya manusia staf pemasyarakatan,
diharapkan dapat menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan
mampu mengurangi tingkat residivisme.

Kegiatan pembinaan tidak hanya dilakukan di dalam lembaga
pemasyarakatan, tetapi juga di luar, langsung di tengah masyarakat.
Pembinaan di luar lembaga ini bertujuan untuk membantu mantan
narapidana berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Oleh
karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengubah stigma negatif
terhadap mantan narapidana, agar mereka tidak merasa ditolak dan dapat
menjalani kehidupan yang produktif. Mengurangi stigma dan penolakan
terhadap mantan narapidana dapat menciptakan lingkungan yang lebih
inklusif dan suportif, yang pada gilirannya dapat membantu mereka untuk
tidak mengulangi perbuatan kriminal dan menjadi anggota masyarakat

yang berkontribusi.
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%3.§Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
= =renelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
)

=
% &.)Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
g—' =}
T 3 Dibuat di :  Pekanbaru
= g o Pada Tanggal : 29 Mei 2024
o jo¥]
o @ -
2 g © ; | -
c = e Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
t:n % UJ'_ —— Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPFEL )
5 2 E DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
= S PTSP ! PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5 T . ) PROVINSI RIAU
T
S £
= <
3 :
STembusan : .

Disampaikati-Kepada Yth :
4

Kepala Bgdan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Tempat
Kepala l€nbaga Pemasyarakatan Kelas 1A Pekanbaru di Tempat
Dekan FEx.uitas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang BegFangkutan

yejesew nens uenelun Nele i ues

nery wisey JireAg u



